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Abstrak
S ébﬁgaz sebuah profesi yang mkfgj tua di Tndonesia, advekar belum citknp
dewasa dalaw mengurss dirinya seadiri, Perpecalban organisasi yang tidak hamnya
satn-dua kalki terjadi mewarnai pepjalanan profesi terhormat ini sgak masa

- awal Orde Barn. Trulisan ini menguraikan argumen-arguamen sepuiar nrgenst

perbentukan organisasi advokat Serta perln-tidaks Ya negara turvit m/;,jpm dalawm
ﬁ]ﬁ?gdﬂi? éebemdaarz pﬂﬂﬁ'ﬂ (m’f)o;ém‘

Pengantar
Suatu studi yang mendalam dan menarik tentang advokat di

Indonesia dilaporkan dalam buku Advekat Indonesia Mencar Legitinasi

(Kadafi dkk, 2001). Dengan kata pengantar dari Prof. Daniel S. Lev,
buku ini'patut dibaca. Studi ini berangkat dari permasalahan hubungan
negata, advokat, dan masyarakat, dan karenanya melihat profesi advokat
sebagai sesuatu yang pasti peslu ada. Tetapi benarkah demikian?

“Studi’ini juga bertujuan untuk menyadatkan advokat meagenai T

perlunya organisasi advokat yang ada untuk membenahi diri. Pembenahan
ke dalam dipetlukan unwuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan advokat
terhadap kliennya. Dasi sini timbul pemberian legitimasi kepada organisasi
(-organisasi) advokat agar dapat menegalkan Kode Etik dan Standar
Profesi Advokat di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, saya memakai
petribahasa “ikbtiar menjalani, takdir menyndak”, untuk menggambarkan
situasi teralkhir tentang organisasi advokart di Indonesia. Jadi pertanyaannya

adalah hendak ke mana para advokat Indonesia ini?
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Perlukah Ada Advokat?

Kamus istlah hukum Fockema Adreae Belanda-Indonesia (Algra
dik, 1983) menjelaskan bahwa advesaar (Belanda) adalah penasihat
dalam perkara hulum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Tidak
jauh berbeda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat diartikan
sebqgm ahli hukum vang berwenang bertindak sebagai penasﬂnt atat
pembela perkara di pengadilan (IxBBI 1989). Pengeman milah y
akan dipakai di sini.

Tetapi pernahlkah kita bertanya apakah masyarakat memang
memerlukan advokat? Apakah kita memang selalu perlu penasihat
dalam perkara hukum yang: kira hadapi? Apakah kita perlu seorang
pembeh perkara di pengadilan? Mengapa kita tidak boleh membela

diri sendiri?

Dalam sejarah sistem peradilan di Indonesia, pada dasaraya tidak ada
kewajiban bagi scorang pencari keadilan yang berperkara di pengadilan
untuk minta dibantu oleh seorang advokat. Kewajiban ite mungkin ada
dalam masa Hindia Belanda, untuk perkara yang diajukan di muka Raad
van Justitie, di mana dikenal asas “perplichte verfegenmoordiging” (kewajiban
menguasakan dirinya pada scorang advokat).

Dalam kaitan ini, saya ingin meluruskan kemungkinan salah tafs;r
tentang Penjelasan Unium UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
yang antara lain mengatakan bahwa ‘Dalam usaba mennjndkan prinsip-
prinsp negara buku: ..., paran dail frngsi Advekat schagal profesi ... merupatkan
bal yang penting, di samping lenbaga peradilan dan instans penegak hufupi....
kepolisian dan Rejaksaan’.

- Saya tidak ada masalah dengan petnyataan kemudian yang berbunyi
HAdvokat ... merupakan salab salu pilar dalam mencgatekan supreniasi hukun
dai hak asasi manusta”. Namun pernyataan-pernyataan yang saya kutip

~diatas, janganlah menjadikan advokat lupa bahwa eksistensinya adalal'~

“melayani” dan “membantu” pencari keadilan, bukan memposisikan
dirinya sebagai “penjual jasa” dengan “membeti pendapat hukem
sesuai yang diminta oleh yang memberi pendapatar (honorarium)
kepadanya”.

Kutipan di atas tentang peran dan fungsi advokat sebagai profesi di
samping instansi penegak hukum (Jaw enforcement agency) dan ketentuan
status advokat sebagai “pencgak hukum” (law enforcement officer), dalam

Pasa 51 U 7dvokat, menurut Nemat $aya SUdai Salah KApran [ftdak

5 April-Juni 20098Edisi 19 - Tahun V 2]ENTERA




S Mégdj gno'.--ggz;gaa;f;amQl}ggs;;ﬁ_s_;ga 'Advoka_t_1;&5@;’@1@; -:ng}_x_.fa;ﬁs;. |

hzu'n) Advoiﬂt udak menegaldxan huhum (dalam arti memalxsahan =
- hukum) seperti polisi /penyidik (kepohsmn) dan’ jaksa/penuntut umum

5 (ke]aksaan), tetapk: membanm Iien pencaﬂ keadilan sebagai. pen'151hat_

dan/atau pembela (attorney in fm‘ attorney at law). Advokat mcman& an

officer: of the court”. {pejabat: penqu;lan dalamhal dia me:walnh Llien yang

-belperkftra di pengadﬁar;) tetapl bukan a/cwf efy%wmfefzz‘ cyﬁ’zagz (sepeltz o

- seorang polisi atau penuntutumum).’ :
Profesi advokat juga tidak membermya monopoh umuk “mewaluh

s 'suatu perkam” Ixarcna itu Pasal 310U Advokar tidak boleh dltafsulaan
- mencerminkan asas mp/zabfe zfemggemzzaolfd{gﬁw atau;. “dalam: kata lain,

- tidak boleh ditafsitkan melarang ‘b1 se lygal representation” (propriapersond).

_ _D1 Amemka Serikat, “the right.of self-representation” ini dijelaskan sebagai

G all conpts Ly  the paitics may plead-and maiage their own cases personally or by
" assisiance of msze! ; Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 31

| UU Advokat yang dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan mengikat”,

“harus ditafsitkan dan dijalankan sesuai asas “prapria persona’di atas.

““Pelajaran apakah yang dapat ditarik dari uraian di atas? Kemelut

yang ada'sekarang dalam dunia advokat (masyarakat menciptakan istilah
“mafia peradilan” dan “advokat hitam”) serta dalam dunia organisasi
advokat, makin menisbikan (membuat relatif) peran dan fungsi advokat
(berbeda dengan yang diinginkan .UU :Advokat). Sehingga, tidaklah
keliru kiranya mengharap bahwa buku hasil studi Pusat Studi Hukum
dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tentang “advokat Indonesia mencati
legitimasi”; mungkin harus disusul detigan studi yang memper masaiahlgm
pula “masih perlukah ada advokat di Indonesia?”, - '

Perlmdungan untuk Klien .
uu Advolxat menyatakan bahwa seorang advoixat memben ]1<;a

: '---‘-bukum bel upa | konsultasa hukum, bantuan hulxum menjalankan kuasa,

mewalkili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan
secara profesional, dalam arti berada dalam kerangka hukum dan
sesual kode etik dan standar profesi (within the rules of law and standards
of professional ethics). | |

Dalam sebuah tulisan sekitar tiga tahun yang lalu untuk Acara
Peringatan Ulang Tahun Asosiasi Advokat Indonesia ke-15, saya pernah

TITETIYATAKAT DANWA GAlAM Membicarakan Kode etk dan standar profest
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‘advokat, kita dapat membahasnya melalui pendekatan kewajiban advokat

kepada masyarakat; pengadilan; sejawat profesi-dan kepada klien.

Pelayari_ﬂr.l :k_epaéa ;ki;'én ini .yaﬂ_g i_ngin _:.saya _utamakan_ _da_lam_ makalah

Iuta dapat. mcmb’sgl jasa hué&um yang diberikan seorang advokat_

itn- Le dalam beberapa kategori sebagai berikut.
a. _Belup@. nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan, hukum
- liyang: dlpunvzu klien, -termasuk-di sini membantu merumuskan
. berbagai jenis dokamen hukum: Dalam kategori ini, advokat secara
- telid; antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen
hukum<yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan
~perundang-undangan Indonesia (ataupun munglin internasional):
b. Jasa hukum membantu dalam ‘melakukan negosiasi (proses tawar-
- menawar dalam perundingan) atau mediasi (menyelesaikan suatu
" pegselisthan). Advokat haraus memahami keinginan klien maupun
pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara
‘memuaskan para pihak. Kadangkala, advokat harus pula diminta
~-menilai bukti-bukt yang disjukan pihak-pihak, terapi tujuan vtama
-jasa hukum di sini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan
(Seitlement out of conrt).
¢. Dalam kategori ini, jasa hulkum adalah membantu klien di Penmchhn
baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha
{administrasi) negara, ataupun {mungkin} di Mahkamah Konstitusi,
Dalam kasus-kasus (hukum) pidana, maka bantuan jasa hukum
didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa di Kepolisian dan
Kejaksaan.

Dalam konteks Indonesia, maka jasa hukum di atas dapat dibagi dalam
kategorl lmgasz (untuk poin ¢ di atas) dan lﬂ‘:egom non-litigasi (untuk

poin a dan b di atas). Yang terakhir ini sering juga menamakan diri

mereka “konsultan hukum?” (legal consulfants). Sebelum ada UU Advolkat,
kategori konsultan hukum tidak memiliki legitimasi dari negara,
sedangkan dalam kategori litigast para advokat mempuayai “surat izin
praktek” dari Pengadilan.

Apa perlunya kita bicarakan ini? Kalau kita ingin menamakan
Advokat sebagai profesi tethormat (officinnw nobile), maka profesi ini harus
mendapat penuh kepercayaan dari kliennva. Hubungan kepercayaan
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-inpk terungkap dari kalimat “she Jawyer as a Jidnciary” dan adanya “%he duty
' '_qf i a’e/zgy ” seorang advokat terhadap kliennya; Dari sini pulalah timbul
‘Asas teatang Lcwa ihanadvokat untuk memegang “rahasia kliennya” dan
“menjaga agar tidak ada konflik kepentingan (conflict of inferest)”:
Dalam semua kategori jasa hukum di atas (2, b, dan ¢}, berlaku
ketentuan bahwa seorang advokat wajib memperoleh pengetahuan
' ang seiuas—lmsnw dan ‘fob'lllvbﬂllxi’lyﬁ tentang kasus kliennya, sehelum
' “-membcmkan jasa-hukum:Diawajib memberikan pendapatnya secara
“terus terang tentang untung-ruginya perlxam yang ditanganinya. Dalam
Kode Edk Advokat Indonesia (KKEAT), hal ini dinyatakan secara negatif,
yaitu'agar advokat: “tidak memberikan keterangan yang menyesatkan
dan tidak 'menjarm'n pada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya
akan menang”. Ini serupa dengan ketentuan Awerican Bar Association
(ABA) agar advokat punya “dwy fo give candid advice”.

'Peflindungan lain yang harus diberikan kepada seorang klien
terhadap advokatnya adalah agar kasus klien itu tidak tercemar oleh
“konflik kepentingan”. Di Indonesia (khususnya di kota-kota besar)
sudah terdapat kantor hukum vang mempekerjakan jumlah besar
advokat (lebih dari dua puleh). Di kantor-kantor hukum seperti ini telah
biasa nama calon klien dan lawannya serta uraian singkat perkaranya
diedarkan kepada atau di antara teman sejawat sckantor. Kepercayaan
klien pada advokat mungkin telah menyebabkan advokat bersanglutan
menerima informasi pribadi dan konfidensial dari Klieanya. Kewajiban
advokat untuk loyal kepada kliennya berakibat bahwa advokat dilarang
menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya.

Pengertian advokat yang harus loyal kepada kliennya sering pula
disalahtafsirkan. Dewasa ini di Indonesia, ketentuan (asas) ini sering
ditafsirkan oleh advokat dan klicnnya, bahwa adalah “kewajiban”

“advolkat untuk melakukan segala upaya agar kliennya menang. Cata
penafsiran ini menurut saya dipergunakan sebagal pembendran untuk
menjalankan “mafia peradilan”, Pendapat keliru ini bertentangan dengan
sumpah atau janji advokat dalam Pasal 4 (2) UU Advokat. Dalam canon
15 ABA, dikatakan antara lain “.. the Juwyer owes entive devotion to the interest
of the client ... the great trust of the lawyer is to be performed within and not without
the bounds of lew. [and)] ... does not perait ... for any client, vivlation of Jaw or any
waniter of frand ... he must obey his own conscience and not that of bis client”.
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o Uraian pendelx tentang perlindungan untul klien ini ingin mengajak
kua bexpliqr bahwa klien pun harus dapat terlindungi terhadap

- kemungkinan pelfinggamn lgode etllx dai 1dvolxat vang telah d;perm}, al.

men’mgam kasusnvq

Perlukah Advokat Dzatur oieh Negara? e
- Dalam sqlah satu perﬂmbanmn UU adyolkat dikatakan: - . babwa

--Adtfo/em‘ .rebmaz profestc..perta-di Gasin dan dilindingl olels wm’am—zmdma .

2o Unmike ape@ Dari peragraf c yang lengkap, menurut saya, dqpfu:
diSlmpLﬂkan-bahwa tujuan jaminan dan perdindungan undang-undang
(baca “negara™) adalah-agar profesi advokat dapat terlaksana sebagai
profesi vang “bebas, mandivi, dan bertanggung jowab dalam menegakkan hulkap

. densi ferselenggaranya upaya penegakan supremasi bk o

Ada hal yang keliru menurut pendapat saya dalam kf:tcmuan
pemmbangan di atas. Jaminan dan perlindungan hukum Scharumm
adalah: :

(a)-agar profesx advokat (memang) bebas, mandiyi dats bcxtang rung
jawab, dan :
(b) secara profesional (antara lain beracti “wiihen and not withont the bounds

Lof Jaw”) melaksanakan tugas kepercayaan (dalam ardl: “%he lazyer asa

 fduciary” dan “the duty of fidelity”y yang diberikan kliennya, serta
(c) demi terselenggaranya supremasi hukum (ctidak perlu

“ditegakkan”).

Jadi, pengaturan negara (antara lain melalui UU Advokat) ini sc’narusm a

adalah untuk (ketentuan tentang menimbang):

“c. bahwa Advokar schagal profesi yang bebas, mandiri, dan
- bertanggungjj awab dalam melaksanakan tugas kepercayaannya secara

pzofesaonql pcllu dijamin dan dlhndunvl oleh Lmdfxmr-undang deml_

terseleﬂgfr’uanv’l supremasi huLum

Kalimat utama di sini adalah “melaksanakan tugas kepercayaannya
secara profesional”. Dengan uraian saya sebelumnya, maka bilamana
kalimat int yang dipergunakan, maka maksudnya adalah bahwa
negara (melalui UU Advokat) ingin menjamin dan melindungi bahwa
klien advokat akan mendapat jasa hukum dari anggota profesi yang
profesional.
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Lan]utan daﬂ ]amman dm pmhndungan negarz ini adalal adanya
.sanksu bagi advokat yang tidak - melaksaﬂalmn profesmva secam
" profesional (sebagai officium nobilé). L i Ll
Dalam sebuah tulisan dan d;s kusi bulan jum tabun-ini-di
hukumonline.conr; saya-antara lain merujuk pada profesidokter yang
: berhqsﬂ menempixan sanksi: chslphn atas pelanggaran. kode etikaya.
: ___'Scbab keberhasilan ini menurut-saya adalah: (a) karéna dalam: profesi
- dokter hanya ada satu organisasi profesi yang diberikan legitimasi untuk

: menegakkan a_tu_uanu.atulan-peu.laku dokter, dan (b) karena sanksi yang
diberikan oleh dewan kehormatan dokter terhadap seorang dokter yang
melanggfzr aturan perilaku protesional, dihormad dan ditaati oleh negara
(dalam hat ini Departemc,n Kesehatan). .

Oleh karena‘itu, peran negara terhadap organisasi profesi (dalam hal
ini organisasi advokat) adalah mendukuag, menghormati, dan bila perla
melaksanakan sanksi disiplin vmg duatuhl\an oleh dewan kehormatan
ozgammsu profesi.

“Sejumlah negara tetangga kita juga mengatur profesi advolat melalui
peraruran perundang-undangan meteka masing-masing, seperti Malaysia
(Legal Profession Act, 1976), Filipina (Suprease Conrt Revised Rudes of Court,

- 1986), Singapura (Legal Profession Act, Wo. 41/1993), dan Thailand
(Advocate Aet BE 2528/1985). Karena itu, “campur tangan terbatas”
negara terhadap organisasi profesi advokat seharusnya dipandang
sebagal kemajuan dan harus dijadikan landasan untuk memperkuat
profesi advokat Indonesia dalam hal mendapat kepercayaan publik.
Dengan kata lain, organisasi profesi advokat (sebagai kepercayaan
negara) ditugaskan untuk melindungl masyarakat (termasuk klien
advokat) terhadap kemungkinan tindakan seorang anggota organisasi
vang melanggar etika profesi. Bekerja sebagai pengurus organisasi

“advokatadalah snatu kehormatan dan kepercayaan mengabdi pada

profesi, dan bukan untuk meadapatkan pengaruh dan kekuasaan.

Organisasi Advokat melindungi masyarakat

[Kalau para advokat memang percaya bahwa profesi mercka dalah

suatu profesi tethormat (offfcium iabile), maka tentu perlu juga perilaku
terhormat (bonorable), murah-hati (generons), dan bertanggung jawab
(responsible). Ungkapan mengatakan “woblesse obfige”, kalau mau dihormad,

TITAIA PETIT JUZA PEFHAKT [CF AOTINAL, PTOTEs A0VORAt (a0 profesi MuEum

DRPUSTAKAAN
54 PJA TG L8 KEPOLISIAD
JAKARTA

P
JENTERABEs 19 - Tahun VE8Apdl-Juiti 2068%a0




- Organisasi Advokat In&or_msia: Quo VadisraMardjono RC_kSC_)di?ut;‘;t.O._

I'unny@) belum mcndapat penghc)rmatan sepem itu dari mqsyamkftt

“belum mendapat kepercayaan publik sebqgai “offtcinm wobile”. Apa artinya

 kalau “kita mengatakan, Lm p10f651 te;hormat tetap__l mas;-a;:akz_;t_uda_k
menggku;nya) PRI - o o o fo

- Di ginilah p05151 dar; orgamsas advokat untull membuknkan bahwa
-g}.@_m_ang pmfes; advo%nt dtu patut mendapat. penghormatan sebagai

SRy Bagalmana caranyﬁ Orgfxmsaﬂ 'ldx Olyat punya Le\venangan Sﬁlﬁlx‘al

siapa yang memang meimenukbi syarat untuk menjadi advokat (adwission 7o
the bar). Selekst ini harus:dijaga ketat, karena seperd ungkapan di antara
pengguna komputer “kalau sampah yang masuk, maka sampah puila
yang akan keluar®. Karena itu, sistem seleksi dan pemberian sertifilat
(ceriification) haruslah terpercaya (bersih dart KKIN}. Ini menimbulkan
pula kewajiban Organisasi Advokat kepada masyarakat untuk menjamin
“mutu” kompetensi pengetahuan mutalkhic dan integritas pribadi para
anggotanya. Yang terakhir ini yang berat karena kewajibannya mencakup
“menyingkirkan anggota organisasi advokat yang terbulti tidak layalk
(lagl) menjalankan profesi terhosmat ini dan tanggung jawabnya kepada
masyarakat adalah “fo expose #he abuses of which they kiow that certain of their
mrenbers are grilty of s ' :

- Dalam kaitan kewaiiban kepada masyarakat ini, organisasi profesi
advokat dalam ranpgka menjuniung kehormatan profes: (wpholding the honor
of “the profession) “harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan
menjaga wibawa profesi, dan berusaha unmk tidak saja menyempurnakan
hukum, namun juga penvelenggaraan sistem peradilannya” (ABA, 1954
—~ Asas ke-29).

- Bagian yang tidak kalah pentingnya dalam kewajiban organisasi

profesivadvokat terhadap masyarakat adalah menjamin bahwa baik-

melalut organisasi (langsung) ataupun melalui anggota-anggotanya
tersedia fasilitas jasa hukum cuma-cuma (pro des) kepada mereka yang
secara ckonomi tidak atau kurang mampu. Karena ifu, organisasi harus
memfasilitasi kegiatan Pro Bogo Publico dan Public Interest,

Organisasi Advokat perlukah “wadah tunggal®?
Enam bulan vang Ialu sava juga menutup diskusi dengan mengatakan

Gaiiwa kewa)iban advOoRaT dan OIganisasi protesi advORAT Kepadd
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masmmkftt adalah (a) men aga agqx mereka yang men]ach anggota profesi .
~ advokat selalu ‘hatus. mempunyzu integtitas: pribadi; dan (b) bersedia
_menvmglurkan mereka vang terbulkti tidalk: Ia} al men;alankan profesi
' terhormatini. Dan kedm kewapban kepfzda masyasakat tersebut harus
o dapat chcapzu (sementam) dencran melqlul W’ld’th fizzzl_z‘__.-bgr:czsmfmz‘:o,«z v
' (Sebava.l sasaran- antqrfi) o el i i
. Bagi saya, kedua kewa]lban Lepflda m"isyarakat dl atas adalah utama,

N Lal’ll.l.l;li”a tidak mau Lemundumn yang] lebih besar fagi terhadap Lepermymn :

m’lSVﬂI@Lﬂ?Z pach advo%.at dan organisasi profem qdvokat Kewajiban pertama
'dapat disingkat men;adl seleksi (serﬂﬁka51) dan yang ixedufz tindakan cimphn
Tidak dapat diingkari bahwa sebﬂ%nyft Legzatan seleksi dan findakan disiplin
dapat dilakukan dalam satu tangan Atau dengan peri\ataan lain, oleh
“wadah mnggal” (ﬂ:«ggk«baf f!ﬂwmfwrf ataupun jédem/' baf"amcmz'my ‘ffzm[e bczf
lqta asalkan ada 15"%;11cran1ran yang }ehs antfu:a organlsaSI plochl advokat yang
menjadi anggota federasi tentang kewenangan sertifikasi sebagai advokat
dan tindakan disiplin, yang keduanya berada dz ﬁdﬁfd bar” (meﬁurut saya
sepertl dilakukan oleh PERAIDT sekarang).” 3
Lain halnya apabila kita memilih atau perkembangan mengharuskan
adanya “waulti-bar association”. Dalam hat demikian, harus ada keikhlasan
bersama uatuk meminta lebih jauh lagi intervensi atan peran negara.
Dalam diskusi enam bulan yang lalu saya merujuk kepada suatu penelitian
dan rekomendasi Bappenas tahun 1996 (diterbitkan 1999). Adapun
saran (sementara) saya adalah dibentuknya oleh Negara suata Badan
Pengawas Profesi Hukum (BPPH), yang dapat hanya diperuntukkan
bagi profesi hukum advokat, tetapi dapat juga lainnya, seperti hakim
dan penuntut umum. Adapun tugas BPPH adalah sebagai lembaga
banding terakhir (final) bilamana masih ada “sengketa” dalam kasus

== tentang kedua kewajiban organisasi profesi advokat kepada masyarakat:

sertifikasi dan tindakan disiplin.

Sertiftkasi dapat dilakukan olek masing-masing bar-association yang
bersaing, dengan ketentuan bahwa seluruh proses harus jelas (transparan)
dan memakai panitia yang netral dan akuntabel. Begitu pula dalam hal
tindakan disiplin, dapat dilakukan oleh masing-masing bar-association yang
bersaing, tetapi juga dengan ketentuan bahwa pemilihan anggota dewan
kehormatan atau dewan penegakan disiplin harus transparan, prosedur
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tentang hasil proses sertifikasi ataupun proses: penegalxan dlSIPllﬂ makc
BPPII mempunyai suara putusan terakhir. (final). - SR

-~ Saran ini mungkin dianggap sebagai suatu kemunduran 11311’1951 bﬂa
dsmgat enforiapada tiga tahun lalu dengan pembentukan suatu wadah tunggal
yang sudah lama dicita- citakan oleh profesi advokat. Suatm uncrkapan pmus
yang d“zp’lt dlb'tca d1 internet mengatalxan sebagai berikut:

' “Pcr;alanftn advokat Indonesn daiam membentuk satu Wadqb
o 'l_orgams&s; advoixat sungguh ter]al dan mendaki. Se;amh menc:ataf;
" bersatunya’ para advokat selalu diikuti dengan perpecahan “kami
'merangiﬁm per]alanan panjang pergulatan menuju sata wadah

o organisast advolxat Indonesia [Penulis: yang dimaksud dari 14 Maket

_'1963 sampai dengm 7 April 2005}, Semoga para adv okat dapat

 bercermin dan ber an] jak ke arah yang lebih baik dari pahit-manisnya

' pcndalﬁan keras nan meielah kan™ @ﬁﬁblﬁtipﬂﬁdﬁ ar]z»a:%af Irfdmzeﬂa@

' jaboogrﬁz jm‘ comty 3 ]um 2008)

Saya mengammz ungkapan pums di atas dcngan menvatqkan
“bukankah kita lebih bail mencari solusi ke depan (forward fooking)
daripada menangisi masa lalu (backward looking), serta kenyataan yang
kita hadapi.adalah: “Hidhtiar menjalani, takdir menyudahi”.
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